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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021, berdasarkan
ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah
disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi.

bahwa berdasarkan verifikasi, sistematika dan substansi
Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan
ketentuan dan berpedaoman pada Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Rahun 2016-2021;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 994);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalaian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312};

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran  Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
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16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULUAN RIAU TAHUN
2016-2021

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 {lima) tahun.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 {satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 {satuj tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
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Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
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Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 494



